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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025, disebutkan 

bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang 

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 

manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan 

pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar 

upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya 

yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu 

disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. 

Secara filosofis, kondisi sehat-sakit adalah produk dari seluruh 

tindakan manusia, baik tindakan penentu kebijakan publik di setiap level 

pemerintahan maupun tindakan (perilaku) anggota masyarakat dalam 

kehidupan sehari-harinya. Tidak ada perilaku atau tindakan manusia yang 

tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Seluruh komponen bangsa 

mempunyai tanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu 

anggota masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, 

maupun profesi. Seluruh pembangunan sektoral harus 

mempertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap kesehatan 

(health in all policies). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan 

bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) 

yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
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(RPJMN). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen 

perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program 

pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja 

Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan 

Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan: 

teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top- down), dan bawah-atas 

(bottom-up). 

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 

2024-2026 dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro. Sebagai 

salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bojonegoro disusun dengan memperhatikan kaidah 

tersebut melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya 

yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan 

percepatan pembangunan daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro diawali dengan penjaringan 

aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan Rencana Kerja (Renja) 

Perangkat Daerah lain yang terkait dengan mempertimbangkan hasil 

Musrenbang Desa/Kelurahan serta Musrenbang Kecamatan, serta forum 

Perangkat Daerah. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan 

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 



Renja Perubahan Dinas Kesehatan 2024 

 

3 | K a b u p a t e n  B o j o n e g o r o  

 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah; 

4. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan; 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja 

Pemerintahan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal; 

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-

2024; 

16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan 

Tuberkulosis;  
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17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan 

Penurunan Stunting; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Perangkat Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah, dimutahirkan dengan Kepmendagri Nomor 

050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 



Renja Perubahan Dinas Kesehatan 2024 

 

5 | K a b u p a t e n  B o j o n e g o r o  

 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2024. 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2024; 

28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar 

pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang 

Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired 

Immunodeficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual; 

30. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi 

Pelayanan Kesehatan Primer; 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2005-2025; 

32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 70 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; 

33. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 96 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; 

34. Peraturan Bupati 10A Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan 

Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026; 

35. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. 



Renja Perubahan Dinas Kesehatan 2024 

 

6 | K a b u p a t e n  B o j o n e g o r o  

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Maksud disusunnya Rankir Renja Perubahan adalah untuk: 

1) Memberikan gambaran perubahan kegiatan yang 

dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro pada 

tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya; 

2) Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan 

program dan kegiatan 

2. Tujuan 

Tujuan penyusunan Rankir Perubahan Renja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah:  

1) Mendiskripsikan tentang program-program yang akan 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; 

2) Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas 

Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada 

tahun 2024; 

3) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan 

evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan 

dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas 

Kesehatan; 

4) Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas 

Kesehatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam 

pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah 

kebijakan pembangunan kesehatan daerah; 

5) Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan pada tahun 2024; 

6) Meningkatkan sistem surveilans dan sistem informasi 

kesehatan dalam rangka mendukung perencanaan berbasis 

data dan informasi yang akurat; 
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7) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika Rankir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan 

Perubahan Renja Dinas Kesehatan, landasan hukum, 

maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.  

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN  

2024 TRIWULAN II 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan 

II dan capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2024; 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bojonegoro sampai dengan Triwulan II;  

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. 

 

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

Pada bab ini disajikan tentang rencana kerja berupa 

perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 baik yang mengalami 

perubahan maupun yang tidak disertai pendanaannya. 
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BAB IV PENUTUP 

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat 

perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak 

lanjut. 
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BAB  II 

HASIL EVALUASI TRIWULAN II PELAKSANAAN RENJA DINAS 

KESEHATAN TAHUN 2024 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan sampai dengan 

Triwulan II  

Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro adalah 

penjabaran perencanaan tahunan sampai dengan triwulan II tahun 

berjalan dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro adalah 

perencanaan lima tahunan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bojonegoro menyajikan dasar pengukuran kinerja program, 

kegiatan dan sub kegiatan, serta pengukuran kinerja tujuan dan sasaran 

dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2024 s.d  triwulan II dan target tahun 2024. 

Laporan kinerja dapat dilihat dari dua hal yaitu; pencapaian (i) 

kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan 

kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan 

indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja 

keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan 

sasaran penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah 

ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut. 

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2024-2026, yaitu : 

1. Menurunnya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, dan 

Meningkatnya Status Gizi Balita; 

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan; 

3. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 

4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; 
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5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat 

Daerah. 

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta 

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro 

pada tahun 2024, melaksanakan 5 program, 24 kegiatan dan 92 sub 

kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.372.486.059.313,- , 

dengan realisasi sampai dengan akhir Juni sebesar Rp. 382.422.434.132, 

47,- atau sebesar 27,85% . 

Dalam pelaksanaan, program dan kegiatan diatas, Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bojonegoro memiliki beberapa permasalahan dan 

hambatan, adapun masalah dan hambatan tersebut sebagai berikut: 

1. Penetapan target program kegiatan mengacu pada Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/Menkes/140/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/5675/2021 tentang 

Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 

2021-2025 yang mana data tersebut merupakan data proyeksi, 

sehingga target tersebut dalam pelaksanaanya sulit terpenuhi. 

2. Kurang cermatnya dalam penyusunan tahapan pelaksanaan 

eksekusi belanja sehingga realisasi kegiatan tidak mencapai target 

yang ditetapkan sampai dengan triwulan II tahun 2024. 

3. Beberapa paket pekerjaan terkait dengan pekerjaan fisik masih 

dalam proses tender sehingga realisasi anggarannya masih rendah. 

4. Beberapa kegiatan dalam pelaksanaanya masih mengalami 

beberapa hambatan, baik dari segi teknis maupun administrasi 

seperti pelaksanaan fisik Puskesmas Ngraho RSUD Kepohbaru tidak 

dapat dilaksanakan. 

5. Adanya perubahan mapping rekening belanja BOK Puskesmas 

sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 
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Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

6. Pendapatan RSUD yang belum tercapai sehingga diperlukan 

penyesuaian di P-APBD. 

Beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah:  

1. Perlunya pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk 

menghasilkan output yang berkualitas. 

2. Pelaksanaan paket lelang tepat waktu, dan perlunya koordinasi lintas 

sektor untuk memenuhi target indikator sasaran. 

3. Perlunya penataan kembali terhadap desain rancangan APBD 2024 

agar pelaksanaan lebih efektif dan berkualitas serta efisien. 

4. Perlu untuk melakukan konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan 

melalui dukungan penganggaran dengan pendekatan efektif dan 

efisien dengan mendukung capaian output yang berkualitas. 

5. Melakukan pergeseran rekening belanja agar dapat segera dilakukan 

penyerapan. 

6. Melakukan penyesuaian anggaran di P-APBD. 

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) 

dinas Kesehatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024, dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 

Kinerja bidang kesehatan ditandai pula melalui indikator SPM 

sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2019. Sebanyak 12 indikator dalam SPM, melingkupi pelayanan 

kesehatan dalam daur kehidupan (Continuum of Care) dan 

penanggulangan penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Hasil 

capaian indikator SPM seperti terinci pada tabel berikut ini:  
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jika dibandingkan 

dengan target capaian pada akhir tahun 2023 semua indikator sudah 

tercapai 100%. 

 

2.3 Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Dinas Kesehatan 

Dengan berbagai pengamatan terhadap berbagai kondisi yang ada 

di Kabupaten Bojonegoro maka beberapa isu penting yang hendaknya 

mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas 

Kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1) Angka Kematian Ibu (AKI) 

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang 

meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang 

terkait gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, 

melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa 

memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. 

Angka Kematian Ibu Maternal berguna untuk menggambarkan 

tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi 

kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk 

ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Indikator AKI dipakai 

untuk mengukur keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. 

Setiap kehamilan, dalam perkembangannya mempunyai risiko 

mengalami penyulit atau komplikasi. Pelayanan antenatal harus 

dilakukan secara rutin, sesuai standar terpadu untuk pelayanan 

antenatal yang berkualitas. Dalam rangka melaksanakan Standar 

Pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan 12 indikator yang di 

dalamnya ada indikator pelayanan kehamilan, pelayanan persalinan 

di fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan bayi baru lahir, yang 

merupakan upaya dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan 
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Angka Kematian Bayi (AKB). Sebagian besar kematian ini dapat 

dicegah melalui pelayanan antenatal yang mampu mendeteksii dan 

menangani kasus risiko tinggi secara memadai, pertolongan 

persalinan yang bersih dan aman, serta pelayanan rujukan 

kebidanan/perinatal yang terjangkau pada saat diperlukan. 

2) Sumber Daya Kesehatan 

Perlu adanya peningkatan dan perbaikan sarana dan 

prasarana kesehatan yang lebih baik sehingga mutu pelayanan 

kesehatan yang memenuhi standar dan cakupan pelayanan 

kesehatan dapat lebih ditingkatkan secara lebih baik. Selain itu 

ketersediaan aset berupa lahan/tanah untuk pengembangan 

bangunan sarana kesehatan yang juga masih terbatas. 

Penganggaran bidang kesehatan perlu ditingkatkan sehingga 

dapat disusun program dan kegiatan bidang kesehatan yang lebih 

baik dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan guna 

pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimum. 

Pembiayaan yang ada masih belum memenuhi kebutuhan minimal 

untuk program untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Bidang Kesehatan.  

Ketersediaan sumber daya kesehatan tingkat Puskesmas 

belum optimal, belum terpenuhinya kompetensi, jumlah, jenis, 

kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan yang 

belum merata, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi 

tentang ketenagaan kesehatan. Dan adanya mutasi petugas 

kesehatan/pengelola program yang tidak diimbangi dengan kesiapan 

petugas kesehatan atau pengelola program yang baru. Begitu juga 

anggaran untuk peningkatan mutu dan kompetensi pegawai masih 

terbatas. Beberapa kegiatan Pelatihan didanai oleh Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik Tahun 2024. Kendala yang ada saat ini adalah 
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bahwa pelaksana pelatihan (Balai Pelatihan Kesehatan Murnajati) 

tidak bisa memberikan pelatihan secara luring atau dating ke 

Bojonegoro. 

Beberapa faktor-faktor pendorong tercapainya pembangunan 

kesehatan di Kabupaten Bojonegoro antara lain adalah: 

1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah terkait denga penurunan 

stunting dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). 

2. Adanya upaya optimalisasi ketersedian dan kualitas konsumsi 

terhadap pentingnya keberagaman pangan dan gizi bagi keluarga 
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    BAB  III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

 

3.1 Program dan Kegiatan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan 

kegiatan di Tahun 2024 merupakan penjabaran dari program dan kegiatan 

yang sudah tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bojonegoro 2024-2026. Adapun rencana program dan 

kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui 

mekanisme yang ditentukan. 

Sumber dana dari Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bojonegoro bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Bojonegoro dan dana Transfer Pusat yang terdiri dari : 

1) [DANA UMUM] - Retribusi Daerah – LRA 

2) [DANA UMUM] - Lain-lain PAD Yang Sah 

3) [DANA UMUM] - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya 

4) [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 

5) [DANA KHUSUS] - DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 

6) [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 

7) [DANA KHUSUS] - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas 

Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja 

8) [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang 

Kesehatan 

9) [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 

10) [DANA KHUSUS] - Pendapatan Bagi Hasil 

11) [DANA KHUSUS] - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 

12) [DANA KHUSUS] - Insentif Fiskal 
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13) [DANA KHUSUS] - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024 mengacu 

pada program prioritas dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2024-2026. Untuk mengukur tingkat keberhasilan 

program maka diperlukan parameter/indikator kinerja setiap program dan 

pendanaan indikatif.  Untuk tahun 2024, Dinas Kesehatan termasuk 

RSUD merencanakan akan melaksanakan 5 Program dan 24 kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Daerah 

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

b.  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

h. Peningkatan Pelayanan BLUD 

 

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara 

Terintegrasi 
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d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan 

a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah 

Kabupaten/Kota 

b. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK 

untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 

c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis 

SDMK Tingkat daerah Kab./Kota 

 

4. Program sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makan minum 

a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan 

Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 

b. Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi 

Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan 

Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 

c. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 

dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk 

Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh 

Industri Rumah Tangga 

d. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan 

Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah 

Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 

e. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan 

Sentra Makanan Jajanan 

f. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post 

Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri 

Rumah Tangga 
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5. Program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta 

Masyarakat dan Lintas Sektor Tk. Daerah Kabuapten/ Kota 

b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

 

Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024 dilakukan 

penyesuaian berdasarkan ketersediaan sumber daya sarana, prasarana, 

tenaga dan anggaran yang secara rinci dapat terlihat pada tabel berikut: 
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BAB  IV 

PENUTUP  

 

Dalam rangka mewujudkan tujuan Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro, tentunya memiliki tantangan/masalah pelaksanaan Rencana 

Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro 

Tahun 2024 adalah rencana kerja tahun awal, dimana program dan 

kegiatan yang dituangkan di dalam RKPD merupakan penggalan dari 

Renstra OPD untuk tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD dimaksud dapat dilakukan 

perubahan di tahun berjalan berdasarkan ketentuan perubahan dokumen 

RKPD yang telah diatur didalam Permendagri tersebut dan Perubahan 

RKPD Tahun 2024 selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Perangkat 

Daerah (PD) dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) 

Perangkat Daerah Tahun 2024. Sehubungan dengan ini maka Dinas 

Kesehatan juga menyusun Perubahan Rencana Kerja tahun 2024. 

Berdasarkan hasil review, terdapat perbedaan antara Renja tahun 

2024 dengan Renja Perubahan tahun 2024 terutama dalam konsep 

tujuan, strategi dan kebijakan. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan 

program dan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan agar 

indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai. Dan pada akhir 

tahun anggaran 2024 akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program 

dan kegiatan yang telah ditetapkan. Namun demikian proses 

pembangunan tetap berjalan sebagaimana terjadinya Anggaran Pendapat 

Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024 (APBD-P 2024). 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro menyusun Perubahan 

Rencana Kerja Tahun 2024, sebagai Pedoman dalam melaksanakan 

Program dan Kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan 
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dan Program Kegiatan Tahun 2024. Rencana Kinerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bojonegoro dengan pengukuran, penilaian, dan evaluasi 

kinerja, serta pelaporan kinerjanya merupakan tolok ukur penting dari 

suatu sistem akuntabilitas kinerja. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan 

Renja Dinas Kesehatan ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh 

jajaran pimpinan dan staf Dinas Kesehatan baik di Dinas Kesehatan, 

RSUD maupun puskesmas. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, 

semangat dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Kesehatan, 

dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program 

serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing. 

Pembangunan kesehatan pada akhirnya merupakan upaya untuk 

memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk 

memperoleh akses atau kebutuhan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu 

pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi yang 

perlu perhatian khusus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber 

daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting 

dalam upaya penanggulangan kemiskinan Renja Perubahan Dinas 

Kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak 

diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan pembangunan.  

Keberhasilan pembangunan kesehatan merupakan indikator 

keberhasilan pembangunan manusia pada umumnya. Penyusunan Renja 

Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro disusun dengan 

memperhatikan perubahan situasi dan pendapatan daerah serta masukan 

dari berbagai pihak, lintas sektor, masyarakat, mitra kesehatan dan kinerja 

pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegorotahun 

berjalan sampai triwulan II. 

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun, semoga semua 

program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik 
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sesuai dengan tahapantahapan yang telah ditetapkan secara konsisten 

dalam rangka mendukung terwujudnya visi daerah maupun nasional dapat 

tercapai dengan baik. 

 

4.1 Catatan Yang Perlu Mendapat Perhatian 

1. Meningkatkan kesehatan ibu 

Kesehatan ibu masih menjadi isu strategis nasional bahkan 

global. Angka Kematian Ibu Kabupaten Bojonegoro walaupun 

sudah mencapai target nasional dan SDG’s, tetapi tetap perlu 

mendapat perhatian karena kematian seorang ibu akan 

berdampak kepada kelangsungan hidup penerus bangsa. 

2. Penanggulangan penyakit menular 

Pada penyakit menular, Kabupaten Bojonegoro masih 

menghadapi masalah HIV-AIDS, DBD, Tuberculosa yang perlu 

mendapatkan perhatian.  

3. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) 

Saat ini terjadi pergeseran epidemiologi penyakit dimana PTM 

menduduki rangking tertinggi menggeser penyakit menular. 

Penyakit tidak menular banyak diakibatkan oleh perilaku 

masyarakat yang tidak menjalankan pola hidup sehat. 

Pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor sangat diperlukan 

untuk bersama-sama mengatasi permasalahan kesehatan 

terutama PTM yang saat ini telah dicanangkan Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). 

4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 

Akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

masih perlu ditingkatkan terutama di daerah-daerah dengan 

kondisi sarana dan prasarana kesehatan yang masih kurang 

serta ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang belum 

merata. Kualitas pelayanan kesehatan juga harus ditingkatkan di 




